BAB II

GAMBARAN UMUM KANTOR KEPEGAWAIAN DAERAH
2.1. Sejarah Singkat Instansi


Kota Cimahi berasal dari satu nama kota Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Bandung, sesuai dengan perkembangan dan kemajuan maka berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1975 tentang pembentukan kota Administratif, Cimahi dapat ditingkatkan statusnya dari kecamatan menjadi kota Administratif yang berada di wilayah Kabupaten Bandung yang dipimpin oleh Walikota Administratif dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bandung.


Kota Administratif Cimahi dengan luas wilayah keseluruhan mencapai 4,025.73 Ha, yang merupakan bagian dari Kabupaten Bandung Utara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat. Cimahi telah menunjukkan perkembangan yang pesat, khususnya dibidang pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jumlah penduduk, yang pada tahun 1990 berjumlah 290,202 jiwa dan pada tahun 2000 meningkat menjadi 352,005 jiwa dengan rata-rata perkembangan penduduk 2.12% per tahun.

Hal ini mengakibatkan bertambahnya beban tugas dan wewenang kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan. Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya peningkatan dibidang penyelenggaraan pemerintah pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan dalam rangka menigkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Cimahi.

Kota Administratif Cimahi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1975 tentang Pembentukan Kota Cimahi. Secara Geografis wilayah Kota Administratif Cimahi mempunyai kedudukan strategis, baik dari segi ekonomi maupun sosial budaya. Dari segi potensi, industri dan perdagangan, perhubungan serta pendidikan. Kota Administratif mempunyai prospek yang baik bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, berdasarkan hal tersebut di atas dan memperhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang, wilayah Kota Administratif Cimahi yang meliputi Kecamatan Cimahi Utara, Kecamatan Cimahi Tengah dan Kecamatan Cimahi Selatan, perlu dibentuk menjadi Kota Cimahi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001 tentang pembentukan Kota Cimahi. Maka pada tanggal 18 Oktober 2001 dibentuklah Kota Cimahi yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan hasil penelitian dan konsultasi pihak perguruan tinggi yang terdiri dari Universitas Padjadjaran (UNPAD), Institut Teknologi Bandung (ITB), Sekolah Tinggi Pemerintahan DalamNegeri (STPDN), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) dan Universitas Jend. Ahmad Yani (UNJANI). Yang meneliti proses pembentukan Otonomi Daerah yang meliputi tentang persyaratan Daerah Otonomi diantaranya : luas wilayah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), jumlah penduduk serta kehidupan sosial politik ekonomi dan budaya, dengan demikian Kota Cimahi adalah Daerah Otonom yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan Peraturan perundang-undangan Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.


Kewenangan Kota Cimahi sebagai Daerah Otonom mencakup seluruh kewenangan  bidang pemerintahan, termasuk kewenangan wajib yaitu pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, koperasi dan tenaga kerja kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter fiskal, agama serta kewenangan bidang lain sesuai dengan peraturan Perundang-undangan Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kota Cimahi sebagai Daerah Otonom.
2.2. Struktur Organisasi Kantor Kepegawaian Daerah Kota Cimahi

Kantor Kepegawaian Daerah Kota Cimahi dipimpin oleh seorang Kepala Kantor (esselon III) dengan membawahi satu orang Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan tiga orang Kepala Seksi yang semuanya berstatus esselon IV dan di bantu oleh beberapa orang staf umum mauun staf fungsional 
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2.3. Deskripsi Jabatan



Berdasarkan Keputusan Walikota Cimahi No.060/Kep.47-Ortala/2003 pada Bagian Kelima Kantor Kepegawaian Daerah mempunyai tugas pokok dan fungsi, yaitu sebagai berikut :

1) Kantor Kepegawaian Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai tugas pokok membantu walikota merumuskan dan menentukan kebijakan teknis di bidang Administrasi Kepegawaian serta melaksanakan Urusan Ketatausahaan Kantor.

2) Untuk melaksanakan tugas pokok, Kantor Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi :

a. Perumusan, penentuan kebijakan teknis dan pelayanan penunjang di bidang pengadaan dan kesejahteraan pegawai;

b. Perumusan penentuan kebijakan teknis dan pelayanan penunjang di bidang kepangkatan dan mutasi;
c. Perumusan, penentuan kebijakan teknis dan pelayanan penunjang di bidang pengembangan karir dan diklat;

d. Pelaksanaan karir dan diklat;

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3) Dalam melaksanakan tugasnya, Kantor Kepegawaian Daerah terdiri dari :

a. Sub Bagian Tata Usaha

b. Seksi Pengadaan dan Kesejahteraan Pegawai

c. Seksi Kepangkatan dan Mutasi

d. Seksi Pengembangan Karir dan Diklat.

Sub bagian Tata Usaha yaitu sebagai berikut :
1) Sub Bagiain Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kantor Kepegawaian Daerah dibidang Administrasi Ketatausahaan Kepegawaian Daerah.

2) Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian;

b. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian yang meliputi administrasi persuratan, pengadaan ATK, perlengkapan, penyusunan anggaran rutin/ pembangunan;

c. Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan ketatausahaan kantor;

d. Pengkoordinasian kegiatan administrasi kepegawaian dengan unit kerja dalam lingkup Kantor Kepegawaian Daerah;

e. Pengendalian dan monitoring kegiatan administrasi kepegawaian;

f. Pengevaluasian dan pelaporan kegiatan ketatausahaan Kantor Kepegawaian Daerah;

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Pengadaan dan Kesejahteraan Pegawai yaitu sebagai berikut :

1)  Pengadaan dan Kesejahteraan Pegawai dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kantor Kepegawaian Daerah di bidang Pengelolaan Pengadaan dan Kesejahteraan Pegawai

2) Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Seksi Pengadaan danKesejahteraan Pegawai mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana teknis Kegiatan Pengadaan dan Kesejahteraan Pegawai;

b. Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan dan Kesejahteraan Pegawai;

c. Penyusunan petunjuk teknis Kegiatan Pengadaan dan Kesejahteraan Pegawai;

d. Pengendalian dan monitoring pengelolaan pengaadaan dan peningkatan kesejahteraan pegawai;

e. Pengkoordinasian kegiatan pengadaan dan peningkatan kesejahteraan pegawai;

f. Pelaksanaan pengelolaan administrasi pensiun pegawai;

g. Pengevaluasian dan pelaporan pengadaan dan peningkatan kesejahteraan pegawai.

Seksi Kepangkatan dan Mutasi yaitu sebagai berikut :

1) Seksi Kepangkatan dan Mutasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kantor kepegawaian daerah di bidang pengelolaan kepangkatan dan mutasi;
2) Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Seksi Kepangkatan dan Mutasi mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana teknis kegiatan pengelolaan Kepangkatan dan Mutasi;

b. Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Kepangkatan;
c. Penyusunan petunjuk teknis pengelolaan kepangkatan dan usulan mutasi pegawai;

d. Penyiapan bahan untuk pelaksanaan mutasi pegawai;

e. Pengkoordinasian kegiatan pengelolaan kepangkatan dan mutasi dengan unit kerja terkait;

f. Pengendalian dan monitoring pengelolaan pengadaan kepangkatan dan mutasi;

g. Pengevaluasian dan pelaporan kegiatan pengelolaan dan mutasi;

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan dengan bidang tugasnya.

Seksi Pengembangan Karir dan Diklat, yaitu sebagai berikut :

1) Seksi Pengembangan Karir dan Diklat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kantor Kepegawaian Daerah dibidang Pengembangan Karir dan Diklat.

2) Untuk melaksanakan tugas pokok, Seksi Pengembangan Karir dan Diklat mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Penyusunan rencana teknis kegiatan Pengembangan Karir dan Diklat;

b. Pelaksanaan kegiatan Pengembangan Karir dan Diklat;

c. Penyusunan petunjuk teknis Pengembangan Karir dan Diklat;

d. Pengkoordinasian kegiatan Pengembangan Karir dan Diklat dengan unit kerja terkait;

e. Penyusunan data dan bahan dalam rangka Pengembangan Karir dan Diklat;

f. Pengendalian dan monitoring kegiatan Pengembangan Karir dan Diklat;

g. Pengevaluasian dan pelaporan kegiatan Pengembangan Karir dan Diklat;

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidangnya

Kelompok Jabatan Fungsional :

1) Pada Kantor Kepegawaian Daerah dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional;

2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan fungsi Kantor Kepegawaian Daerah secara fungsional sesuai dengan kebutuhan dan bidang tugas masing-masing. 

2.4. Aspek Kegiatan Kantor Kepegawaian Daerah 


Kantor Kepegawaian Daerah Kota Cimahi mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam hal melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah yang bersifat spesifik di bidang kepegawaian serta urusan ketatausahaan.

1) Merumuskan kebijakan teknis di bidang kepegawaian untuk dijadikan dasar pimpinan dalam mengambil keputusan.

2) Merumuskan kebijakan teknis dan pelayanan penunjang dalam bidang pengadaan pegawai.

3) Merumuskan kebijakan teknis dan pelayanan penunjang dalam bidang peningkatan kesejahteraan pegawai.

4) Merumuskan kebijakakn teknis dan pelayanan penunjang dalam bidang kepangkatan dan mutasi pegawai

5) Merumuskan kebijakakn teknis dan pelayanan penunjang dalam bidang pengembangan karir dan DIKLAT.

6) Merumuskan dan melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.













